
 
BUPATI BANYUWANGI 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  3 TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI BANYUWANGI, 
 

Menimbang       :   a.  bahwa  air  adalah   salah   satu   sumber  daya alam yang 
dimanfaatkan untuk  memenuhi hajat orang banyak, sehingga 
keberadaannya perlu dipelihara kelestariannya agar tetap 
bermanfaat bagi kehidupan manusia; 

 b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 47 Tahun 
2002 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten 
Banyuwangi, perlu ditinjau kembali agar dapat dilakukan 
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara 
bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang 
dan mendatang serta keseimbangan ekologis; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu dilakukan pengaturan kembali tentang 
Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten Banyuwangi dengan 
menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah. 

 

Mengingat    :  1.   Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
negara Nomor 2753);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian 
(Lembara Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3274). 

4. Undang-undang Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 
1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 
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5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3821); 

6. Undang-undang Nomor  7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4377);  

7. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor4844); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4725); 

10. Undang-undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 

11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5063); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor  82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian  Pencemaran  Air (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4161); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 
2008 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor  20 Tahun 2006 tentang Irigasi 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4624); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3455); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 
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18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52 Tahun 
1995 tentang Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan 
Hotel; 

19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 
1995 tentang Baku Mutu Kegiatan Limbah Cair Bagi Kegiatan 
Rumah Sakit; 

20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 
2003 tentang Metode Anlisa Kualitas Air Permukaan dan 
Pengambilan Contoh Air Permukaan; 

21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 
2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban 
Pencemaran Air Pada Sumber Air; 

22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 
2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan 
Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber 
Air, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003; 

23. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 
2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan Kegiatan 
Domestik; 

24. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 
2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. 

25. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan 
Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga. 

26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan 
Hewan. 

27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 
2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan 
Air Limbah ke Laut. 

28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Penetapan Kelas Air. 

29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan 
Pengolahan Buah-Buahan dan atau Sayuran. 

30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha atau kegiatan 
Pengolahan Perikanan; 

31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau 
Kegiatan Pengolahan Rumput Laut; 

32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau 
Kegiatan Pengolahan Kelapa; 
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33. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau 
Kegiatan Pengolahan Daging; 

34. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau 
Kegiatan Pengolahan Kedelai; 

35. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 
2008 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau 
Kegiatan Industri Keramik; 

36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 
2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

37. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Sertifikasi Kompetensi dan Standar Kompetensi Manajer 
Pengendalian Pencemaran Air; 

38. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Laboratorium Lingkungan; 

39. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau Kegiatan 
Pengolahan Obat Tradisional/Jamu; 

40. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 
2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan / Atau 
Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi; 

41. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau Dan / 
Atau Waduk; 

42. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 
2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air; 

43. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 
2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri; 

44. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 
2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan 
Industri Minyak Goreng; 

45. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 
2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan 
Industri Gula; 

46. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 
2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan 
Industri Rokok Dan / Atau Cerutu; 

47. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan / Atau 
Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan / Atau Kegitan Tetapi 
Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup; 

48. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Audit Lingkungan Hidup; 
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49. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 tentang 
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri atau Kegiatan Lainnya di 
Jawa Timur; 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi 
Nomor  4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3/c); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUWANGI 

dan 

BUPATI BANYUWANGI 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR  

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Dinas Instansi Terkait adalah Dinas / Instansi di Kabupaten Banyuwangi yang 
berwenang dalam pembinaan usaha / kegiatan pengendalian pencemaran air. 

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, 
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 
koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk 
usaha tetap serta badan usaha lainnya. 

6. Pengusaha adalah orang / sekelompok orang / badan hukum yang bertanggung 
jawab atas suatu kegiatan pembuangan limbah cair kedalam air. 

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. 

8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air 
baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam 
pengertian air yang terdapat di laut. 


